SALINAN

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN OMBUDSMAN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI, SERTA
TUNJANGAN ASURANSI KESEHATAN DAN JIWA BAGI KETUA, WAKIL KETUA,

DAN ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa Peraturan Ombudsman Nomor 21 Tahun 2016
tentang Besaran Tunjangan Perumahan, Tunjangan
Transportasi, serta Tunjangan Asuransi Kesehatan dan
Jiwa bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman
Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan
perkembangan sehingga perlu dicabut;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Ombudsman tentang Pencabutan Peraturan
Ombudsman Nomor 21 Tahun 2016 tentang Besaran
Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, serta
Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa bagi Ketua,
Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik
Indonesia;



Mengingat

Menetapkan

L. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010 tentang
Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-Hak Lain
Ketua, Wakil ketua, dan Anggota Ombudsman Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5128);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG PEN CABUTAN
PERATURAN OMBUDSMAN NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG BE SARAN TUNJANGAN PERUMAHAN,
TUNJANGAN TRANSPORTAS!, SERTA TUNJANGAN
ASURANSI KESEHATAN DAN JIWA BAGI KETUA, WAKIL
KETUA, DAN ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA.

Pasal 1
Peraturan Ombudsman Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Besaran Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi,
serta Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa Bagi Ketua,
Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Ombudsman mi dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2018

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,
TTD

AMZULIAN RIFAI

Salinan sesuai dengan ""slinya
SEKRETARIS JENDERAL

OMBUDSMAN [REPU Z INDONESIA
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